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Terpidana Korupsi Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Dieksekusi 

Kejaksaan Negeri Banjarmasin 

 
Sumber gambar: 

https://kalsel.antaranews.com/berita/379653/terpidana-korupsi-alkes-rsud-ulin-dieksekusi-kejari-

banjarmasin 

 

Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengeksekusi terpidana tindak pidana korupsi 

pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin MS (57) 

sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mempidanakan penjara selama tiga tahun. 

“Berdasarkan salinan putusan MA yang kami terima 17 Juli kemarin, terpidana 

juga dipidana denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti 

pidana kurungan selama tiga bulan,” kata Kasi Pidsus Kejari Banjarmasin Arri HD Wokas 

di Banjarmasin, Selasa malam. 

Berdasarkan putusan, MA mengabulkan permohonan kasasi jaksa dan 

membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019PN 

Bjm tanggal 22 April 2020 yang sebelumnya memvonis bebas terdakwa. 

Padahal jaksa penuntut umum (JPU) pada pengadilan di tingkat pertama menuntut 

terdakwa pidana penjara empat tahun enam bulan dan denda Rp200 juta dengan ketentuan 

apabila tidak dibayarkan diganti pidana penjara enam bulan. 

JPU berkeyakinan terdakwa telah terbukti dan secara sah turut serta melakukan 

korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

https://kalsel.antaranews.com/berita/379653/terpidana-korupsi-alkes-rsud-ulin-dieksekusi-kejari-banjarmasin
https://kalsel.antaranews.com/berita/379653/terpidana-korupsi-alkes-rsud-ulin-dieksekusi-kejari-banjarmasin
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Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 

ayat 1 ke-1 KUHP. 

Arri mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Indah Laila menjelaskan 

petugas Kejaksaan menjebloskan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 

IIA Banjarmasin setelah hasil pemeriksaan dinyatakan sehat. 

“Yang bersangkutan kooperatif saat dijemput di rumahnya di Banjarmasin dan 

didampingi kuasa hukumnya selama pemeriksaan singkat sebelum dikirim ke Lapas,” 

ujar Arri didampingi Kasi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra. 

Terpidana MS terjerat kasus korupsi pengadaan alkes RSUD Ulin pada tahun 

anggaran 2015 ketika menjabat Kepala Bidang Pelayanan Medik di rumah sakit milik 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu. Saat proyek pengadaan alkes, MS bertindak 

sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang melaksanakan pengadaan 

barang bernilai Rp12 miliar dengan kerugian negara akibat korupsi tersebut Rp3,1 miliar. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/379653/terpidana-korupsi-alkes-rsud-ulin-

dieksekusi-kejari-banjarmasin, 18 Juli 2023.  

2. https://kalimantanpost.com/2023/07/misrani-pelaku-korupsi-rsud-ulin-pasrah-

dieksekusi-di-rumahnya/, 19 Juli 2023. 

 

Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 

a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup 

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1); 

b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
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dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3); 

c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak 

yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang 

digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk 

perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula 

dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang 

pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag 

diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian 

perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau 

sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan 

tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.  

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) 

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 

pengganti tersebut.  

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 

tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah 

ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18). 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah: 

a) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 

1 angka 13); 

b) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah 

yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perLtndang-undangan diakui sebagai 

pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun 

anggaran (Pasal 28 ayat (2)); 

c) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 
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Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait 

Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan 

Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan 

Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal. 

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait 

dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. 

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan 

sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. 

(Pasal 49) 

d) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari 

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 

b. belanja modal; 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap 

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 

c. belanja tidak terduga;  

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD 

untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat 

diprediksi sebelumnya. 

d. belanja transfer. 

 Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada 

pemerintah desa 

(Pasal 55) 

e) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan 

dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya (Pasal 64 ayat (1)); 

f) Belanja modal meliputi: 

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan 

dalam kondisisiap dipakai; 
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b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan 

mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris 

kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya 

lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; 

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan 

bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai; 

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, 

irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh 

Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah 

dan dalam kondisi siap dipakai; 

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya 

mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 

asset tetap  yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan 

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak 

digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi 

definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai 

tercatatnya. (Pasal 65) 

 


